LAPORAN

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN

LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Latar Belakang

Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah atau  sebutan
lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pengendalian dan  evaluasi pembangunan  Daerah  adalah
suatu proses pemantauan dan supervisi dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan
serta  menilai hasil realisasi kinerja dan = keuangan  untuk
memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien,
dan efektif.

2. Landasan Hukum

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala pelaksanaan

pembangunan daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yaitu:

1.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5432);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang



(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 17).

3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud dari Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyususnan

Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
adalah untuk melakukan Monitoring kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan tahun 2021 dalam rangka melaporkan untuk dilakukannya
rapat Evaluasi Bersama semua Perangkat Daerah dan juga melibatkan
Legislatif, Laporan secara berkala disampaikan ke Pimpinan dan ke
Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.

b. Tujuan

Tujuan Monitoring, Evaluasi dan Penyususnan Laporan Berkala

Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022

adalah :

1. Tercapainya pelaksanaan Monitoring kegiatan pembangunan
Kabupaten Sintang Tahun 2021;

2. Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Pembangunan per triwulan pada
tahun 2021;

3. Memberikan laporan secara berkala secara berjenjang dari PPTK
sampai kepada BUPATI dan selanjutnya disampaikan kepada Bappeda
Provinsi Kalimantan Barat; dan

4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

4. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah

selama 12 (Dua Belas) bulan atau 1(Satu) Tahun Anggaran.

5. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Sumber pembiayaan sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah
anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten sintang tahun anggaran

2021. Sedangkan rencana dan realisasi sub kegiatan Monitoring, Evaluasi



dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

adalah sebagai berikut:

RENCANA DAN REALISASI SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN
PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

THUN ANGGARAN 2021

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

SISA

Belanja Honorarium
Penanggungjawab Pengelola

Keuangan

Rp -

Belanja Alat/Bahan Untuk
Kegiatan Kantor - Alat Tulis

Kantor

Rp 707.000

Rp 644.000

Rp 63.000

Belanja Alat/Bahan Untuk
Kegiatan Kantor - Kertas dan

Cover

Rp3.025.000

Rp3.025.000

Belanja Alat/Bahan Untuk
Kegiatan Kantor - Bahan

Cetak

Rp10.612.800

Rp 10.612.800

Belanja Alat/Bahan Untuk
Kegiatan Kantor - Bahan

Komputer

Rp2.337.500

Rp 2.337.500

Rp -

Belanja Makanan dan

Minuman Rapat

Rp10.164.000

Rp 10.164.000

Rp -

Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan

Rp -

Rp -

Rp -

Belanja Perjalanan Dinas

Biasa

Rp7.166.000

Rp 7.066.200

Rp 99.800

Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Kota

Rp18.470.000

Rp 18.360.000

Rp110.000

Rp52.482.300

Rp52.209.500

Rp272.800

6. Keluaran / Hasil

Keluaran (output)

yang dihasilkan adalah Dokumen Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan yang memuat pelaksanaan monitoring, evaluasi dan




pelaporan yang dibutuhkan oleh pimpinan dan di sampaikan ke Bappeda

Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disampaikan, atas

perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang Membuat Laporan,

PPTK

\

URBANUS, S.Kom
Penata Tk. I
NIP. 19781101 200903 1 003
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PEMERINTAH KABUPATEN SINT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dmi

(BAPPEDA)

Jalan M. Saad Sintang Telp. (0565) 21645 Fax. (0565) 21294 Sintang-78611

i
A \
NOTULEN
SID_ANG / RAPAT Lvaluasi Kegiatan Pembangunan TA 2021
Hari / Tanggal Rabu / 13 Oktober 2021
Tempat Balai Praja Sckretarial Daerah Kabupaten Sintang
Waktu Sidang / Rapat 13.30 5/d selesai
Acara Penyampaian Progres Pembangunan dan Realisasi APBD
TW 3 Tahun Anggaran 2021.
PIMPINAN SIDANG / RAPAT
Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Pembicara/Narasumber Kepala BAPPEDA Kah. Sintang
Pencalat Urbanus, $.Kom
Peserta sidang / rapat Seluruh OPD di Kabupaten Sintang
KEGIATAN SIDANG / RAPAT
Kata Pembukaan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Pembahasan Pembahasan Penyampaian Progres Pembangunan dan
Realisasi APBD TW 3 Tahun Anggaran 2021, yaitu :
» Pembukaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
» Pengarahan dari Kepala BAPPEDA Kabupaten
Sintang '
% Pengarahan dari KPPN Kabupaten Sintang.
» Penyampaian data dari setiap Kepala OPD.
» Penyampaian  data  dan  informasi  progress
pembangunan dari masing-masing OPD.
> Sesi tanya jawab.
% Penyampaian saran dari peserta rapat.
Kesimpulan Terdapat heberapa hasil dari Rapat Penyampaian Progres

Pembangunan dan Realisasi APBD TW 3 Tahun Anggaran

2021, yaitu :

» Pencairan DAK Kab. Sintang TA 2021 belum
mencapai 20%

» Setiap Kepala OPD melakukan evaluasi di Instansi
masing-masing.

» Proses pencairan tahap 2 belum hisa dilaksanakan.

» Proyeksi anggaran sampai pada tahun akhir agar
disesuaikan kembali dengan kemapuan anggaran dan

Dipindai dengan CamScanner




> OPD agar selalu berkoordinasi dengan bagi
oordinasi

pengadaan terkait leluny kegiatan. L

» OPD segera melakukan entry pada aplikasi OM-SPAN

r agar sesuai dengan proses pencairan SP2D.
# Untuk rapat evalunsi selanjutnya, akan di informasikan
kembali melalui BAPPHDA Kabupalen Sintang.

PIMPINAN SIDANG / RAPAT
An. KRPALA BAPPLDA KABUPATEN SINTANG

2 ’
Penata TK.. 1
NIP. 19781101 200903 1003
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